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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan salah satu komponen penting dari penyelenggaraan negara 

yang merupakan bentuk kontribusi rakyat kepada negara yang wajib dibayar oleh 

setiap wajib pajak. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan 

kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Tanpa pajak, kehidupan 

negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya 

pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para 

pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin 

banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang 

dapat dibangun.  

Dilansir dari laman katadata.co.id bahwa realisasi pendapatan negara didominasi 

penerimaan perpajakan. Pada 2020, penerimaan pajak sebesar Rp 1.070 triliun. 

Meskipun nominal tersebut nyatanya jauh lebih rendah 19,7% dibandingkan 

penerimaan pajak tahun 2019, tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah masih 

mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Dari hal 

tersebutlah maka menjadi penting sekali bagaimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

sebagai lembaga negara yang membidangi urusan perpajakan dapat membuat 

kebijakan yang dapat membantu memaksimalkan pemasukan pajak bagi negara. 

Di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan 

negara yaitu ialah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), dan lain sebagainya. Salah satu pajak pemerintah yang 
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diterapkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang 

adalah pajak pertambahan nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggantikan Pajak 

Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985, yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang 

No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama yaitu Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1994, perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2000 dan perubahan ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 

Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah. Pengenaan pajak ini didasarkan pada pemikiran untuk pengenaan pajak pada 

tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang dilakukan secara tidak 

langsung kepada konsumen. 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dibebankan kepada 

setiap pertambahan nilai barang dan jasa dalam peredarannya dari produsen ke 

konsumen. Dengan kata lain, PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi 

jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak 

badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengertian lain dari Pajak 

Pertambahan Nilai adalah pajak atas pemakaian konsumsi barang atau jasa dalam 

daerah pabean Indonesia PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak 

tersebut disetor oleh pihak lain (pengusaha) yang bukan penanggung pajak atau dengan 

kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang 

ia tanggung. 

Dalam PPN terdapat istilah pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan 

dalam PPN adalah pajak yang telah dipungut oleh PKP pada saat pembelian 

barang/jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. Pajak masukan dijadikan kredit 
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pajak oleh PKP untuk memperhitungkan sisa pajak yang terutang. Berbeda dengan 

pajak masukan, pengertian pajak keluaran dalam PPN adalah pajak terutang yang 

wajib dipungut oleh PKP saat masukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), 

penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP tidak 

berwujud/ekspor JKP. Pada saat terjadinya transaksi atau penyerahan BKP yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai PKP, wajib dikeluarkan faktur pajak. Faktur Pajak 

merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

karena penyerahan BKP atau JKP atau bukti pungutan pajak impor barang kena pajak 

yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak Bea dan Cukai (Waluyo, 2011:315). 

Dalam rangka menyesuaikan sistem administrasi perpajakan dengan perkembangan 

teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi yang 

bertanggungjawab terhadap penerimaan pajak telah melakukan reformasi birokrasi 

melalui modernisasi pembenahan sistem administrasi perpajakan. Reformasi 

perpajakan menjadi landasan terciptanya administrasi perpajakan modern, efisien dan 

dipercaya oleh masyarakat. Salah satu bentuk dari hasil reformasi perpajakan yaitu 

sistem yang berbasis elektronik seperti e-registration, e-SPT dan e-Faktur serta sistem 

berbasis elektronik lainnya (Fida & Widyaningsih, 2017). Penggunaan sistem berbasis 

elektronik ini memanfaatkan jaringan internet, maka dari itu untuk dapat menggunakan 

e-faktur petugas dituntut untuk dapat mengoperasikan internet. 

Untuk PKP yang telah diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik 

namun tidak membuat faktur pajak berbentuk elektronik atau membuat faktur pajak 

berbentuk elektronik namun tidak mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara 

Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, PKP tersebut dianggap 
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tidak membuat faktur pajak (Pasal 11 ayat (4) PMK-151/PMK.03/2013). Salah satu 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga melakukan aktivitas pelaporan pajak 

yaitu PT. Kereta Api Indonesia (Persero). PT. KAI (Persero) Divre III Palembang 

adalah satu dari empat Divisi Regional yang ada di wilayah kerja Pulau Sumatera. 

Divre III Palembang memiliki enam belas bagian/unit kerja, yaitu Unit Operasi, 

Sarana, Sintelis, Jalan Rel dan Jembatan, Sumber Daya Manusia, Keuangan, 

Bangunan, Penjagaan dan Pengamanan Aset, Hukum, Humasda, Pengadaan Barang 

dan Jasa, Pelayanan dan Komersial, Pengamanan, Sistem Informasi, Kesehatan, 

Terminal Peti Kemas. Dengan adanya pembagian unit kerja tersebut maka jelas semua 

pelaksanaan atau kegiatan yang berkaitan dengan keuangan akan diurus atau menjadi 

tugas dari Bagian Keuangan. 

Pembuatan sistem faktur pajak elektronik tersebut dilakukan dengan tujuan 

mempermudah PKP sekaligus sebagai proteksi bagi PKP karena faktur pajak tidak 

dapat dibuat sembarangan, kerahasiaan dan keamanan data lebih terjamin. Selain itu, 

pemantauan yang dilakukan terkait dengan faktur pajak dilakukan dengan lebih 

optimal karena pelaporan dilakukan dengan cara mengunggah (upload) sehingga 

pelaporannya bersifat real-time.  Pada tahun 2014, DJP mengeluarkan Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan 

Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Peraturan tersebut berisi tentang tata 

cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik. Selanjutnya, melalui 

Keputusan DJP Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak 

Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, DJP menetapkan PKP 

(termasuk wajib pajak besar) yang diwajibkan untuk membuat faktur pajak berbentuk 

elektronik. Kedua peraturan tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2014. 



5 
 

 
 

Pembuatan faktur pajak yang dilakukan secara manual dan elektronik memiliki 

beberapa perbedaan sebagai berikut: 

Tabel 1. Perbedaan Faktur Pajak Manual dan Faktur Elektronik (2020) 

No. Perbedaan 
Faktur Pajak 

Manual 
E-Faktur 

1. Tanda tangan PKP Tanda tangan basah dari PKP 
atau pegawai yang ditunjuk 
mengurus perpajakan 

Kode QR / QR code 

2. Format Format tidak ditentukan / tidak 
ada format khusus 

Sudah ditentukan oleh 
aplikasi/sistem yang 
disediakan DJP 

3. Jumlah lembar Dicetak minimal 2 lembar 
(untuk PKP Penjual dan PKP 
Pembeli) 

Tidak wajib dicetak 

4. Permohonan/permin-
taan Nomor Seri 
Faktur Pajak (NSFP) 

PKP harus datang langsung ke 
KPP untuk meminta NSFP 

Tidak harus datang ke KPP 

5. Prosedur pelaporan PKP tidak wajib mengunggah 
faktur pajak sebelum 
pelaporan SPT PPN 

Harus mengunggah faktur 
pajak masukan maupun 
keluaran untuk mendapat 
kode QR dan pengesahan 

6. Pelaporan SPT Masa 
PPN 

Pelaporan menggunakan SPT 
PPN 1111 

Semua tersedia dalam satu 
aplikasi 

7. Mata uang Mata uang bebas Harus Rupiah 

Sumber : diakses melalui laman www.online-pajak.com 

Pada prosedur pelaporan e-faktur, pengunggahan faktur pajak dilakukan agar 

bisa mendapatkan kode QR dan mendapatkan pengesahan. Prosedur ini dilakukan agar 

dapat membuat dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) PPN, sedangkan pada 

faktur pajak manual, faktur pajak masukan dan keluaran hanya perlu dicantumkan pada 

daftar pajak keluaran dan masukan saat membuat SPT PPN. Berikut adalah contoh 

faktur pajak yang harus diunggah:  
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Gambar 1. Contoh Faktur Pajak yang Harus Diunggah (2022) 

 

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak 

Dalam aktivitas pelaporan faktur pajak, baik pajak masukan maupun pajak 

keluaran, permasalahan yang seringkali timbul yaitu adanya perubahan nilai invoice 

atau hal seperti perubahan tanggal yang dapat mempengaruhi status dan ketepatan 

waktu pelaporan faktur pajak. Semua aktivitas pelaporan pajak ini akan ditujukan ke 

kantor pusat dengan PT. KAI Divre III sebagai pelapor pajak. 

Tabel 2. Rekapitulasi Status Faktur Pajak Masukan Tahun 2017-2020 

Tahun 
Status Faktur 

Normal Normal-Pengganti Diganti Batal 

2017 622 104 65 2 

2018 1946 96 2 7 

2019 1232 91 - - 

2020 232 9 - - 

Total 2800 208 67 9 

Sumber : PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang 
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Dari data diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah faktur pajak 

masukan status normal-pengganti, diganti dan batal mengalami penurunan jumlah 

tetapi tetap ada di setiap tahun. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, adanya 

perubahan nilai pada invoice menjadi salah satu alasan utama banyaknya status faktur 

yang berubah. Selain itu, human error dan error database juga mempengaruhi adanya 

status faktur normal-pengganti, diganti dan batal sehingga mengakibatkan pelaporan 

pajak menjadi terhambat. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perlu diamati lebih 

lanjut lagi bagaimana pelaporan faktur pajak masukan pada perusahaan yang dimuat 

dalam penelitian dengan judul “Efektivitas Pelaporan Faktur Pajak Masukan 

Tahun 2020 di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang”. 

Sehingga harapannya dengan adanya penelitian ini maka bisa dilihat bagaimana 

pelaporan faktur pajak masukan pada perusahaan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah yang menjadi kendala dalam melaporkan faktur pajak di PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero) Divre III? 

2. Apakah pelaporan faktur pajak masukan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

Divre III Palembang sudah efektif? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam proses pelaporan faktur pajak 

masukan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III. 

2. Mengetahui apakah pelaporan faktur pajak masukan di PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Divre III Palembang sudah efektif 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat unutk mengembangkan keilmuan dalam bidang Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik khususnya tentang pelpaoran faktur pajak. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas 

wawasan peneliti khususnya dalam bidang studi yang dibahas dalam penelitian 

ini yaitu pelaporan faktur pajak. 

b. Bagi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi juga menjadi bahan 

referensi dan evaluasi atas efektivitas pelaporan faktur pajak di lingkungan PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III. 

c. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat 

bagi masyarakat dan juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi 

peneliti yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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